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DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  

PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 

 
 

 
No 
(1)  

 
 

Jenis 
(2) 

 
Tentang 

(3) 

 
Materi Pokok 

(4) 

 
 

Status 
(5) 

 
Perintah 

(6)  

 
 

Disertai 
(7)  

 
Unit/Instansi 

Terkait 
(8)  

 
Target 

Penyampaian 
(9) 

 
Ket. 
(10) 

 
 Baru Ubah  

    
  

 NA Penjelasan 
atau 

keterangan 

   

1. 
 
 
 
  

Raperda  Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Sulawesi 
Tengah Tahun 2019-
2039. 

-  Tujuan, kebijakan 
dan stragi penataan 
ruang 

- Rencana struktur 
ruang  

- Rencana pola ruang  
- Arahan/ketentuan 

pemanfaatan ruang  
Arahan/ketentuan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 
 
 

Baru   - UU Nomor 26 
Tahun 2007 
tentang penataan 
Ruang 

- UU Nomor 11 
Tahun 2020 
tentang Cipta 
Kerja 

- PP Nomor 26 
Tahun 2021 

 
 

  1. Dinas Bina 
Marga dan 
Penataan 
Ruang  

2. PD dan 
Instansi 
Vertikal terkait 
di Daerah  
Biro Hukum  

Tahun 2022 Lanjutan 
Tahun 
2021 

2. Raperda  Pendidikan Daerah    Baru   - UU Nomor 20 
Tahun 2003 
UU Nomor 23 
Tahun 2014 
 
 
 
 

 

  1. Dinas 

Pendidikan dan 

Kebuyaan  

2. Biro Hukum 

 

Tahun 2022 
 
 
 

Lanjutan 
Tahun 
2021 

 



3. Raperda  Penyenggaraan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu   

 Baru   - UU Nomor 23 
Tahun 2014 

- UU Nomor 11 
Tahun 2020 

- PP Nomor 6 
Tahun 2021 

- PP Nomor 5 
Tahun 2021 
 
 
 

  1. Dinas 

Penanaman 

Modal 

Perizinan 

Terpadu Satu 

Pintu 

2. Biro Hukum 

 

 

Tahun 2022  Lanjutan 
Tahun 
2021 

4. Raperda Perlindungan dan 
Pemenuhan Hak Anak  

1. Pemenuhan Hak 
Anak 

2. Perlindungan 
khusus anak 

3. Perkawinan usia 
anak 

4. Kebijakan 
kabupaten/kota 
layak anak 

5. Pembinaan dan 
pengawasan 

6. pendanaan 

 Baru   - UU Nomor 16 
Tahun 2019 Jo 
UU Nomor 1 Tahun 
1974 

- Pelaksanaan 
urusan 
pemerintahan di 
bidang P3A sesuai 
UU No. 23 Tahun 
2014 

  1. Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak  

2. Biro Hukum 
 

 

Tahun 2022 Lanjutan 
Tahun 

2021, dan 
Mengubah 

Judul 
Ranperda 

5. Rapreda - Rencana 

Pembangunan 

Jangka Menengah 

Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah 

Tahun 2021-2026  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Baru   -  UU Nomor 25 
Tahun 2004 

- UU Nomor 26 
Tahun 2007 

- UU Nomor 23 
Tahun 2014 

- UU Nomor 11 
Tahun 2020 

- PP NOmor 8 
Tahun 2008 
PP Nomor 26 
Tahun 2008 
 
 
 
 
 
 

  1. Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Biro Hukum  

Tahun 2022 Lanjutan 
Tahun 
2021 



 
 

6. 
 
 
 
  

Raperda  - Perubahan Kedua 
atas Peraturan 
Daerah Nomor 1 
Tahun 2012 tentang 
Retribusi Perizinan 
Tertentu 

- Retribusi izin usaha 
perikanan 

 Ubah  - UU Nomor 11 
Tahun 2020 
tentang Cipta 
Kerja  

- UU Nomor 28 
Tahun 2009 

- PP Nomor 10 
Tahun 2021  
 

 
 

  1. Dinas Kelautan 
dan Perikanan  

2. Badan 
Pendapatan 
Daerah 
Provinsi  

3. Biro Hukum  

Tahun 2022   

7. Raperda  - Penyelenggaraan 
Kelautan dan 
Perikanan  

- Penyelenggaraan 
Urusan Kelautan dan 
Perikanan di Sulawesi 
Tengah Sesuai 
Kewenangan 
Pemerintah Daerah  

Baru   - UU Nomor 11 
Tahun 2020 
tentang Cipta 
Kerja  

- PP Nomor 27 
Tahun 2021 
tentang 
Penyelenggaraan 
Bidang Kelautan 
dan Perikanan  
 
 
 

  1. Dinas Kelautan 
dan Perikanan 

2. Biro Hukum  

Tahun 2022  

8. Raperda  - Perubahan atas 
Peraturan Daerah 
Nomor 8 tentang 
Pembentukan dan 
Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah 
Provinsi  
 
 
 

- Perumpunan dan 
Penguatan 
Kelembagaan 
beberapa Perangkat 
Daerah Provinsi. 

 Ubah  - Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang 
Pemerintahan 
Daerah 

- Peraturan 
Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2016 
tentang Perangkat 
Daerah 
 
 
 
 
 

  1. Biro Organisasi  
2. Biro Hukum  

Tahun 2022  



 

9. Raperda  - Bangunan Gedung - fungsi bangunan 
Gedung. 

- Persyaratan 
bangunan Gedung, 
penyelenggaraan 
bangunan Gedung. 

- hak dan kewajiban 
pemilik dan penguna 
bangunan Gedung  

- peran masyarakat 
- pembinaan 

pemerintah 
- sanksi 

 
 
 

 
 
 

Baru   - UU Nomor 28 
Tahun 2002 
tentang Bangunan 
Gedung 

- PP Nomor 16 
Tahun 2021 
tentang Peraturan 
Pelaksanaan UU 
Nomor 28 Tahun 
2002 tentang 
Bangunan Gedung 

  1. Dinas Cipta 
Karya dan 
Sumber Daya 
Air  

2. Dinas Bina 
Marga dan 
Penataan 
Ruang 

3. Dinas 
Pemukiman 
dan 
Pertanahan 

4. Biro Hukum  

Tahun 2022  

10. Raperda - Perubahan atas 
Peraturan Daerah 
Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Jasa 
Kontruksi 

- Kewenangan 
Pemerintah Daerah 
Provinsi pada 
SubUrusan jasa 
Konstruksi  

- Kebijakan Khusus  
- Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah 
Pusat dalam 
melaksanakan 
pembinaan Jasa 
Konstrusi  

- Pembinaan Jasa 
Konstruksi oleh 
Daerah Provinsi 
 
 

 
 
 

 Ubah - UU Nomor 2 
Tahun 2017 
tentang Jasa 
Konstruksi 

- PP Nomor 22 
Tahun 2020 
tentang Peraturan 
Pelaksanaan 
Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 
2017 tentang Jasa 
Konstruksi 

  1. Dinas Bina 
Marga dan 
Penataan 
Ruang  

2. Biro Hukum 

Tahun 2022  



 
 
 

11.  
 

Raperda  - Pengelolaan 

Keuangan Daerah  

 

 

 

- Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

 

Baru  -  PP Nomor 12 

Tahun 2019 

tentang 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

- Permendagri 

Nomor 77 Tahun 

2020 

 

  1. Badan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

2. Biro Hukum   

  

Tahun 2022  
 
 

12. Raperda - Perubahan Kedua 

Atas Peraturan 

Daerah Nomor 3 

Tahun 2013 tentang 

Perubahan Bentuk 

Hukum Perusahaan 

Daerah Sulawesi 

Tengah Menjadi 

Perseroan Terbatas 

Pembangunan 

Sulawesi Tengah 

 

-   Ubah - UU Nomor 23 

Tahun 2014 

tentang 

Pemerintahan 

Daerah 

- PP Nomor 54 

Tahun 2017 

tentang Badan 

Usaha Milik 

Negara 

  1. Biro Ekonomi 

dan 

Pembangunan 

2. PT 

Pembangunan 

Sulteng 

3. Biro Hukum 

Tahun 2022  

13. Raperda - Perubahan Kedua 

Atas Peraturan 

Daerah Tingkat I 

Sulawesi Tengah 

Nomor 2 Tahun 1999 

tentang Perubahan 

Bentuk Hukum Bank 

Pembangunan 

Daerah Sulawesi 

Tengah Dari 

Perusahaan Daerah 

-   Ubah - UU Nomor 23 

Tahun 2014 

tentang 

Pemerintahan 

Daerah 

- PP Nomor 54 

Tahun 2017 

tentang Badan 

Usaha Milik 

Negara 

  1. Biro Ekonomi 

dan 

Pembangunan 

2. PT Bank 

Sulteng 

3. Biro Hukum 

Tahun 2022  



Menjadi Perseroan 

Terbatas (PT) 

 

14. Raperda - Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

 

 

 

- Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 

Baru  - PP Nomor 12 

Tahun 2019 

  1. BPKAD 

2. Biro Hukum 

Tahun 2022  

15. Raperda - Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

Perubahan 

 

 

 

- Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 

Baru  - PP Nomor 12 

Tahun 2019 

  1. BPKAD 

2. Biro Hukum 

Tahun 2022  

16. Raperda - Pertanggungjawaban 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 

Baru  - PP Nomor 12 

Tahun 2019 

  1. BPKAD 

2. Biro Hukum 

Tahun 2022  




